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TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH KHUSUS
KEPADA SEKOLAH KHUSUS MUARA SEJAHTERA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
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6.

PROVINSI BANTEN

Bahwa dalam rangka menuntaskan wafib belajar pendidikan dasar dan menengah
bagl anak berkebutuhan khusus perlu didorong peran serta masyarakat dalam
penyelenggaraan layanan pendidikan khusus;

bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakal dalam pemerataan akses
pendidikan, telah didirikan Sekolah Khusus Sckolah Khusus Muara Sejahtera yang
beralamat di JL. Trubus I1 No, Il Kclurahan Pondok Cabe [lir Kecamatan Pamulang
Kota Tangerang Selatan, maka perlu diberikan izin:

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, periu
menelapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi Banten tentang Pemberian Izin Operasional Sekolah Khusus
kepada Skh. Muara Sejahtera.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran
Negara Republik 'Indonesia Tahun 1990 Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3411);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1992 tentang Peran Serla Masyarakat dalam
Pendidlkan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69,
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848):

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4010); i :

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 (entang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara tahun 2014 nomor 244 Tambahan lembaga Negara Nomor 5582);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1990 Nomor 37 tambahan Lembaran Negara
Nomor 3413);

Peraturan  Pemerintah Nomor 29 Tahun 1991 tentang Pendidikan Menengah
(Lembaran Negarn Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 34 tambahan Lembaran
Negiarn Nomor 3460);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2005 tentang Standar Nastonal Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negurn Republik Indenesia Nomor 4496);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan  Penyelenggaraan
Pendidilean;
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Keputusan Menterd Pendidikan Nasional Nomor 060/U/Tahun 2002, tentang
Pedoman Pendirdan Sekolah:

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomer 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Daerah

Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 7):

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2012, tentang Penyelenggaraan
Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 7);

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsl Banten;

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Terpadu
Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun
2011 Nomaor 7);

. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkal Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daecrah Provinsi Banten
Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 66):

Peraturan Gubernur Nomor 25 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di Bidang Penanaman Modal (Berita Dacrah Provins! Banten Tahun 2012 Nomor 25]
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2012 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2011
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi
Banten Tahun 2012 Nomor 11):

Peraturan Gubernur Banten Nomor 79 Tahun 2015 tentang Pendaftaran Wajib Pajak
Cabang/Lokasi Bagl Pelaku Usaha yang Melakukan Usaha dan/atau Pekerfaan di
Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 Nomor 80);

Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas
Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Dacrah Provinsi
Banten [Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 83);

Peraturan Gubernur Banten Nomer 5 Tahun 2018 tentang Standar Operasional
Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2018 Nomoar 5);

Peraturan Gubernur. Banten Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pendelegasian
Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinst Banten (Berita Daerah
Provinsl Banten Tahun 2018 Nomor 22).

Sural permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Muara Sejahtera Nomor 035 / 1 / SK -
YPMS / X / 2021 Tanggal 5 Oktober 2021 perihal Permohonan Izin Operasional
Sekolah Khusus Muara Sefahtera yang diterima tanggal 5 Oktober 2021;

Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsl Banten Nomor 421/2435-
Dindikbud/2021 Tanggal 19 Oktober 2021 Perthal Rekomendasl Teknis yang
diterima tanggal 21 Oktober 2021,

MEMUTUSKAN

Memberikan Iein Operasional Sekolah Khusus, kepada :

. Nama Lembagn/ Yayasan : Yaynsan Pendidikan Muara Sejahtera
b. Nama Sckolah ¢ Sekoluh Khusus Muira Sejahtera
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o. Alamat 2 JI Trubus 11 No.lll Kelurahan Pondok Cabe llir Kecamatan
Pamulang Kota Tangerang Selatan Provinsl Banien

KEDUA Sckolah Khusus schagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyal tugas scbagal
berikul ¢
1. Merencanakan dan mengembangkan Program Pendidikan Khusus Jenjang TKLE,
SDLEB, SMPLB dan SMALB;
2. Memberikan pelayanan Pendidikan Khusus Jenjang TKLB, SDLB, SMPLB dan SMALB;
3. Memberikan bimbingan dan konseling kepada masyarakat tentang Pendidikan Khusus;
4. Mensoslalisasikan Layanan Pendidikan Khusus dalam rangka mensukseskan Wajlb
Belajar Pendidikan Dasar dan Pemerataan Akses:
5. Melakukan Evaluasi Kinerja Pendidikan Khusus yang berada pada sekolah yang
bersangkutan;
6. Melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsl Banten
mengenal pelaksanaan pendidikan khusus yang diselenggarakan;
7. Dan pelaporan pelaksanaan Pendidikan Khusus kepada Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Banten dengan tembusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten.
KETIGA :  Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, selama 3 (tiga) tahun.
KEEMPAT : Pemegang/penerima izin selaku plhak pengelola wajib memenuhi Ketentuan-ketentuan
schagaimana telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.
KELIMA :  Keputusan inl mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Serang, 01 November 2021
| Ditandatangani secara elektronik oleh:
| Pit. Kepala DPMPTSP Provinsi Banten
» | Dr. KOMARUDIN, MAP
| NIP. 197007211991011002
Tembusan disampalkan kepada Yth :
1. Menicri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:
2. Gubermur Banten;
3. Wakil Gubernur Banten;
4. Inspekiur Provinsi Banten;
5. Walikota Tangerang Selatan;
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsl Banten;
7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tangerang Selatan.
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